
BUPATIKENDAL 
PROVINSI JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 
-g NOMOR ?. .. TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2022 
TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING 

PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penyaluran Bantuan 
Operasional Sekolah Pendamping sesuai Nata Dinas Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 425/241/DISDIKBUD 
tanggal 28 September 2022 Perihal Pengajuan Perubahan 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan 
Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada 
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (L~mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 52, - Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 
dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 
Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6762); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6058); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 177); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 
Nomor 5); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 
201 7 ten tang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 356); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Pemenuhan Behan Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan 
Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 683); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada 
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 18); 

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2022 Nomor 51); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG 
PENGELOLAAN BANTU AN OPERASIONAL SEKOLAH 
PENDAMPING PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 
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MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022 . 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 
Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 
Nomor 18) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 8 

(1) BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalia pada SD di 
lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk 
memenuhi biaya operasi personalia berupa jasa pelayanan 
pendidikan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga 
kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. 

(2) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d iberikan 
kepada pendidik non pegawai negeri sipil yang telah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a . terdaftar di Dapodik; 
b. memiliki surat perjanjian kerja; 
c. berusia minimal 22 tahun dan maksimal 60 tahun; 
d . memiliki ijazah pendidikan minimal S 1 /D4 pendidikan 

guru SD (PGSD), psikologi, atau program studi lain sesuai 
mata pelajaran yang diajarkan/ diampunya, kecuali bagi 
yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka 
yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan 
bersedia untuk menempuh pendidikan S1/D4 atau surat 
pernyataan sedang menempuh pendidikan S1/D4; 

e . memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling 
sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu 
untuk guru kelas dan 18 (delapan belas) jam pelajaran per 
minggu untuk guru mata pelajaran, dikecualikan untuk 
pendidik non pegawai negeri sipil pada sekolah 
kecil/ sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan 
khusus disesuaik~ dengan analisis kebutuhan pendidik; 

f. tidak berstatus sel;)agai Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil 
\' 

yang honor setiap . bulannya sudah dibayarkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik 
dan/ atau menduduki jabatan politik, atau sebagai 
perangkat desa dan/ atau menduduki jabatan kepala desa, 
atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada 
instansi pemerintah/ swasta; 

h . diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang 
I 

bersangkutan; dan 
i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran. 

:, .· :. )i· 

;: i.,l.i,S i~·. 'i 
1 S],•. •1 
}" 

. ;'." -~ 
' 
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(3) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang 
ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada sekolah dan 
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. terdaftar di Dapodik; 

b . memiliki surat perjanjian kerja; 
c . diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang 

bersangku tan; 

d . berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun; 

e . memiliki ijazah pendidikan minimal setara 
SMP/MTs/sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki 
ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan 
wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk 
menempuh pendidikan minimal setara 
SMP / MTs / sederajat a tau surat pernyataan sedang 
menempuh pendidikan minimal setara 
SMP / MTs / sederajat; 

f. tidak b~rstatus sebagai Tenaga Kependidikan Non Pegawai 
Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik 
dan/ a tau menduduki jabatan politik, a tau sebagai 
perangkat desa dan/ atau menduduki jabatan kepala desa, 
atau sebagai kary~wan yang berpenghasilan tetap pada 
instansi pemerinta.E/ swasta; dan 

h. melengkapi dq~tfm~n ·r.~,.rsyaratan pencairan anggaran. 
,;,f.lt,Gl;",t~ I I ' ' h,;, ', 

(4) Biaya Operas_i, .f'~Jtr:sor:il;l,li~ ,, yang berupa jasa pelayanan 
pendidikan seb~~afman'a::i,,9imaksud pada ayat (1) diberikan 

J ~l. . 

kepada tenaga kependi,q.ik~n non pegawai negeri sipil yang 
ditugaskan sebagai teriag£' keamanan dan/atau merangkap 
tenaga kebersihan pad~ _$ekolah dan telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: .. 

a. terdaftar di Dapodik; 

b . diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang 
bersangku tan; , . ,, . 

c. berusia minimal 1 $._tahun dan maksimal 58 tahun; 

d . memiliki ijazah i';~1
~ndidi.kan minimal setara SD /MI/ 

d · "l ' "! !:.i'·• (~\1b . ,.'IJ,tI,lJ: b 1 'l 'ki .. h se eraJat, :· tecui::U1r1 ,. agi •i.J ang e um mem11 lJaza 
pendidikan ~~ t~,r.s~~tit;" m.~~ yang bersangkutan wajib 

b ,J, ' •" f )J,lj,t1 .. :,,t ,1t. b d' k h 
mem uat su:i;:at;!f'I?:e,i::r;1>7atcjla'n • erse ia untu menempu 
pendidikan rriifiimal setara SD/ MI/ sederajat a tau surat 

,' .!.c-i;(l,1 ' . . 1 , ' 

pernyataan s~g~tj.g ,menempuh pendidikan minimal setara 
•,l•· •• . , •••v,;i~\. • ' 1 ,· •t;-t,}' .,,4 

SD/MI/sed~raJat, ,1:1.:i)n·Ll . 1 ,,. . ·~\· . ",, . 

e . memiliki surat,'perja,njiari kerja; 
! I P, -:If, ' 

f. tidak berstatus' sebaghl 'Tenaga Kependidikan Nd_n1 Pegawai 
Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dfp'ayarkan 
melalui Anggaran Pe'ndapatan dan Belanja Daerah; 

\ 

g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik 
dan/ atau menduduki jabatan politik, atau sebagai 
perangkat desa dan/ atau menduduki jabatan kepala desa, 
atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada 
instansi pemerintah/ swasta; dan 

'!/6 \ 
,) \r \ 

t ,_ ··lfr 
'f .,( 
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h . melengkapi clokumen persyaratan pencairan anggaran. 
(5) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan 

pencliclikan yang cliberikan kepacla tenaga aclministrasi clan 
tenaga keamanan clan/ atau merangkap tenaga kebersihan 
sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) clan ayat (4), clengan 
ketentuan: 
a . hanya clapat clibayarkan kepacla 1 (satu) orang tenaga 

kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan 
sebagai tenaga administrasi sekolah; clan 

b. hanya clibayarkan kepacla 1 (satu) orang tenaga 
kepenclidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan 
sebagai tenaga keamanan clan/ atau merangkap tenaga 
kebersihan. 

(6) Biaya Operasi Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan untuk 11 (sebelas) bulan. 

(7) Ketentuan mengenai berkas persyaratan sebagaimana 
climaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas. 

2 . Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 13 

(1) BOS Penclamping untuk Biaya Operasi Personalia pada SMP 
di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk 
memenuhi biaya operasi personalia berupa jasa pelayanan 
pendidikan yang diberikan kepada penclidik dan tenaga 
kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. 

(2) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada pendidik }J-On pegawai negeri sipil yang telah 
memenuhi persyar:.J'r~ sebagai berikut: 

'L:.,U 

a . terdaftar di Dapotltk; 
,:· :'' .!''I' 

b. berusia minimal _-22 'tahun dan maksimal 60 tahun; 
,. ' 

c . memiliki ijazah p·endidikan minimal S 1 /D4 program studi 
yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan/ diam pun ya a tau mengajar dengan keahlian 
khusus yang diperlukan oleh sekolah; 

d . memiliki surat perjanjian kerja; 
e. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling 

sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu atau 
memiliki surat tugas membimbing paling sedikit 75 (tujuh 
puluh lima) peserta cliclik bagi guru Bimbingan dan 
Konseling, clikecuali.~an untuk penclidik non pegawai 
negeri sipil pada s:;ituan pendidikan satu atap/sekolah 
kecil/ sekolah YM'g)Jilenyelenggarakan penclidikan layanan 
khusus dis~sU:ruRai¥·dengan analisis kebutuhan pendidik; 

, 1 ' 1P}h~l'i'1h. , 

f. tidak bersta'.tu
1
~;f~'.1g~gai "f>endidik Non Pegawai Negeri Sipil 

yang honor s~ti.;ip<· bulannya suclah clibayarkan melalui 
Anggaran Pendap%itlm dan Belanja Daerah; 

. ·1,1 

g. ticlak berstatus ~ieoagai anggota/ pengurus partai politik 
dan/ atau mencluduki jabatan politik, atau sebagai 
perangkat desa dan·/ atau mencluduki jabatan kepala desa, 

,, · 

;:-\~ ~ ; >: !?:}~ 
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atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada 
instansi pemerin tah / swasta; 

h. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang 
bersangkutan; dan 

i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran. 
(3) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang 
ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada sekolah dan 
telah memenuhi pe,rsyaratan sebagai berikut: 

a. terdaftar di Dapodik; 
b. memiliki surat perjanjian kerja; 
c. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang 

bersangkutan; 
d . berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun; 
e . memiliki ijazah i pendidikan minimal setara 

u .:: 

SMP / MTs / sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki 
ijazah pendidikcµi : tersebut, maka yang bersangkutan 
wajib me~bu.af i; ~µrat pernyataan bersedia untuk 
menempuh -~:"'5( p'.e~djdikan minimal setara 
SMP / MTs / sederaJat ··\'' a tau surat pernyataan sedang 
menempuh'W .· 11'

1 peh'd'f<likan minimal setara 
SMP /MTs/ sederajat; ·~ J!}>1 

f . tidak berst! tu~ :'.sebagal':·T~naga Kependidikan Non Pegawai 
Negeri Sipil :i~g ' honor bulannya sudah dibayarkan 
melalui Anggarw.i Pei;id~pcitan dan Belanja Daerah; 

g. tidak berstatu.s .. sebagai anggota/pengurus partai politik 
, • · . , l •t 

dan/ atau ~eip.c;h .. ~_4,uki , j~batan politik, atau sebagai 
perangkat desa dan'/ atau menduduki jabatan kepala desa, 
atau seb~gai k~ t wan· y~g berpenghasilan tetap pada 
instansi pemen'nt¥1/swasta;' µan ·· 

h . melengkapi dokuci~n persya!ratan pencairan angg'kan. 
I L ,; i: J .•• )!j I 7i;: t,~t~·1N I \,·lh 

(4) Biaya Operasi ,:\ ~~rs,on~~f- -~ily'~g berupa jasa pelayanan 
pendidikan sebagaimana .'dimaksud pada ayat (1) ;diberikan 

' I , I ~ , J,· • ,;1 >,A1 ;J:( 11 

kepada tenaga kependidi~~ ;:hon pegawai neger( sipil yang 
ditugaskan sebagai tenaga· keamanan dan/ atau merangkap 

I, f ' 

tenaga kebersihan pada: sekolah dan telah meme'nuhi ,, ~ 
persyaratan sebagai beri_kut: t. 

a. terdaftar diJbapodik; , ~J· 
b . diusulkani l'<:~pada Ke.pala

12
Dinas oleh Kepala Sekolah~ yang 

b k•,:jl d , , 1 ;, .... '1· I:' •,, , er sang utan· •· ~ ~1'°1· 1 
,

1
·· ·1• "f 

I,, ,? ,. , ,I I ,r. 
r( ~ ._. ''j1 I '' '· ,._ ♦, I ' f• j 1) "4° 

c. berusia rfii~i_mf11. l ~ ~wpu~
1
;dap maksimal 58 tahun , .,.,,:f 

d . memiliki:i, "''; iJa.t~lli'H~' p ~hdidikan minimal } ·'•Jet
1
ara 

SD I~~ I ~e?.¥.raj}'l{tJf. I.; }r. 11ft' \ kecuali bagi Y3/1g ~Belum 
mem1hk11H;. ~Jaz~~~:\Jl1Rf P d1,9fK,~1. terse but, m~a. ya1:'g 
bersangkutan W.a.JIP '- meml:hiat'• surat pernyataan bersed1a 
untuk .-; menerpp~h , · P,.¥n.c(idikan minimal ·: . setara 

1,, , .I ~.,,II ·•¼4\t\:•J '11 SD /MI/ s·ederaJat./\;,; atau ,,. i surat pernyataa,n , sedang 
menempuh penclitlikan miriiilial setara SD/ MI/ sederajat; 

f, \' I ! ~ ' ' I J, 

e . memiliki surat ·petjgnjiah kerJa; ~I 
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f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Non Pegawai 
Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

g. tidak berstatus sebagai anggota/ pengurus partai politik 
dan/ a tau menduduki jabatan politik, a tau sebagai 
perangkat desa dan/ a tau menduduki jabatan kepala desa, 
atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada 
instansi pemerintah/ swasta; dan 

h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran. 
(5) Biaya Operasi Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan untuk 11 (sebelas) bulan. 

(6) Ketentuan mengenai berkas persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
pad a tanggal t G:> ti.oVWlbe.r ~D').;} 
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Diundangkan di Kendal 
pada tanggal ltc, Hoverober .).o :). .::i. 
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